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MOTTO

“Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong

(QS, Lugman Ayat : 18)*

! Terjemahan Al-qur’an mushaf usmani, Penerbit: Cordoba, Edisi cetak, Juli 2018.
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RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak
Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Nurul Hidayah,
160903101057; 2020: 73 halaman; Program Studi Dipmola 11l Jurusan limu
Administrasi Fakultas IImu Sosial Dan lImu Politik Universitas Jember.

Indonesia secara makro terbagi atas tiga jenis penerimaan pendapatan
negara yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan
pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pelaksanaan
dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolahan Sumber Daya Alam,
barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber penerimaan hibah merupakan
pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bersifat pinjaman.

Dalam era otonomi, sebuah daerah memiliki kewenangan dalam hal
mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai dengan perundang-
undangan serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana sendiri guna
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan daerah demi
kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Jember, salah satu pajak daerah yang
memiliki nilai cukup besar dalam berkontrubusi untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah di
Kabupaten Jember yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah salah satu instansi yang
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sebuah daerah
dalam bidang keuangan. Salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten Jember
yang memiliki nilai cukup besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah
pajak hotel.

vii
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Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, makan dan minum
serta tempat untuk menginap saja yang disediakan untuk wisatawan atau pelancong,
tetapi dapat juga digunakan untuk tempat melaksanakan sebuah seminar atau
kegiatan lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan
oleh hotel, hal ini merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara
efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

(Dilaksanakan dengan Surat Sugas Nomor : 3766/UN25.1.2/SP/2019, Diploma
11 Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan limu

Politik Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara makro terbagi atas tiga jenis penerimaan pendapatan
negara yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan
pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pelaksanaan
dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
pengelolahan Sumber Daya Alam, barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber
penerimaan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi
bersifat pinjaman. (kompas.com, 2020)

Peranan pajak semakin besar dalam menyumbangkan penerimaan Negara,
pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang
membayar pajak tidak akan merasakan keuntungan secara langsung, karena pajak
digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak
merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemungutan pajak dapat
dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, pajak terbagi
menjadi dua yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. 1) Pajak pusat yaitu pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara. 2) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (cermati.com, 2020)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 9
Tahun 2015), Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 setiap daerah memiliki

kewenangan dalam hal mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai
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dengan perundang-undangan, serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana
sendiri guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan
daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik
fokus yang penting dalam rangka Pengembangan suatu daerah yang dapat
disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-
masing, Salah satu sumber utama untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang ditetapkan yaitu pajak daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak
daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan nya kesadaran
masyarakat setempat yang memiliki kewajiban perpajakan untuk membayar pajak
daerah karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat berperan
dalam kemajuan sebuah daerah, untuk mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera
diperlukan peran pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Kabupaten Jember merupakan suatu kabupaten yang memiliki pontensi
penduduk cukup besar serta memiliki sumber daya alam yang cukup dan di
kelola dengan baik guna menambah pendapatan asli daerah yang ditujukan
untuk membangun kabupaten tersebut menjadi lebih maju dan demi
kemakmuran bagi sebesar-besarnya masyarakat umum yang ada di kabupaten
tersebut, berikut Penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
mulai tahun 2016 sampai dengan 2018.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%)
Anggaran

2016 519.190.673.159,00 524.137.897.016,96 100,95

2017 736.927.109.103,11 719.213.581.070,78 97,60

2018 609,304,818,610,50 597,509,388,023,37 98,06

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.1 menejelaskan bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten
jember memiliki target yang cukup besar pada tahun 2016, 2017, dan 2018.
tahun 2016 pendapatan asli daerah kabupaten jember terjadi pemasukan yang
cukup besar karena realisasi yang terjadi melebihi target yang sudah di tentukan
sebelumnya dengan prosentase 100,95%. tahun 2017 seiring meningkatanya
target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya, realisasi yang terjadi tidak
sesai dengan target yang telah di tentukan sebelumnya dengan prosentase
97,60%. tahun 2018 target pendapatan asli daerah kembali menurun dari target
tahun sebelumnya, namun dengan menurun nya target pendapatan daerah tahun
2018 tersebut realisasi yang terjadi tidaklah sesuai dengan target yang telah di
tentukan dengan prosentase 98,06%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah salah satu instansi
yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sebuah
daerah dalam bidang keuangan. Salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten
Jember yang memiliki nilai cukup besar untuk memenuhi target Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember adalah pajak hotel.
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Table 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018

NO URAIAN PENERIMAAN

1 Hotel Bintang Tiga Rp. 2.715.768.088
2 Hotel Bintang Satu Rp. 193.406.796
3 Hotel Melati Rp. 1.670.008.223
4 Losmen Rp. 72.618.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Kabupaten Jember tengah meningkatkan obyek wisata seperti wisata
alam, event-event wisata, desa wisata, agro wisata yang dapat memicu
pertumbuhan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan
atau hotel. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, makan dan
minum serta tempat untuk menginap saja, tetapi dapat juga digunakan untuk
tempat melaksanakan sebuah seminar atau kegiatan lainnya dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh hotel, hal ini
merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara efektif untuk
meningkatkan pendapatan daerah. Berikut data realisasi penerimaan pajak hotel
di Kabupaten Jember :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Target Realisasi Prosentase
Anggaran (Rp) (Rp) (%)

2016 3,600,000,000.00 4,306,859,406,00 119,63
2017 5.000.000.000,00 4.613.957.558,00 92,28
2018 5.000.000.000,00 4.851.803.607,00 97,04

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 2019

Penetapan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember di tahun 2016 melebihi target yang sudah di tentukan
sebelumnya dengan prosentase 119,63%, tahun 2017 dan 2018 target penerimaan

pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember sama besarnya,
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tahun 2017 hanya 92,28% realisasi yang terjadi, tahun 2018 penerimaan pajak hotel
meningkat dari tahun sebelumnya dengan prosentase 97,04%. Usaha penginapan
atau hotel ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh
karena itu pihak yang berwenang harus dapat menggali lebih banyak lagi potensi
pajak yang ada pada usaha penginapan atau hotel ini, setiap usaha yang bergerak
dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan atau hotel memiliki kewajiban untuk
membayar pajak dengan tarif 10% sesuai peraturan yang telah disepakati dalam
(PERDA No. 3 Tahun 2011) yang akan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui
prosedur pemungutan pajak hotel sebagai sumber pendapatan daerah makalaporan
Tugas Akhir ini diberi judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan

Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya
adalah Bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran

pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk
Menjelaskan bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan
pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.

1. Bagi Mahasiswa

a. Mengetahui serta memahami perpajakan lebih detail terlebih pada prosedur
pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel, menelusuri
serta memehami secara nyata mengenai pajak hotel dengan melakukan

praktek kerja nyata.
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b. Mendapatkan keterampilan dan keahlian pada instansi pemerintahan dalam
program kerja mengenai prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan
pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupatn Jember
yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja
nyata, dalam kegiatan ini mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dan
akan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya guna
untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Menambah relasi yang baik dan memungkinkan untuk menjalin sebuah
kerja sama antara universitas dan instansi serta menambah referensi bagi

universitas yang dapat digunakan oleh semua pihak.

3. Bagi Instansi
Membantu instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah di targetkan

serta memepercepat pekerjaan
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldman (dalam Resmi,2015:3), pajak
adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum. Pajak menurut Soemitro (2003:3), pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasatimbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berdasrkan UU KUP
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau
badan berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) tanpa mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara

demi kemakmuran rakyat.

2.1.2  Fungsi pajak
Menurut Resmi (2016:3) ada dua fungsi pajak, yaitu :
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah membiayai pengeluaran baik rutin  maupun
pembangunan. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai

penarimaan dalam negeri.
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b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi
serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya
dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi
minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Menurut
fungsinya pajak berperan penting bagi negara, agar masyarakat dapat
melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang telah
diberlakukan.

2.1.3 Hukum Pajak

Menurut Waluyo (2017:11), Hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai

berikut:

a Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang
dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu
tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara
pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak
Penghasilan.

b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara
lain:

1) Tata cara penetapan utang pajak.

2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan,
perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan
pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan
keberatan dan banding.
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2.2 Pemungutan Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusiyang

terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.2.1

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), asas pemungutan pajak sebagai berikut:

a

222

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam
negeri.

Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a.

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tuuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, Serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak.
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b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari

hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yang akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat
ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, contoh:

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
tarif.

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%.

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan.

2.2.3 Cara Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:8), pemungutan pajak dapat dilakukan
berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata (real stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak
yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru

dapat dikenaan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
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b.
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Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu aggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel
ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu
pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar
daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a.

b.

Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.

Self-Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
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Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) ntuk

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pengelompokan pajak sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

1)

2)

Pajak langsung, yaitu pajak yang hasrus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1)

2)

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
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c. Menurut lembaga pemungutnya
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dan Bea Materai
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor
b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Hiburan.

2.4 Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo,(2011:9) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu :
a. Tarif sebanding/Proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10%.
b. Tarif Pajak tetap/Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi
lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
1) Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak orang
pribadi yaitu:
a) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%;
b) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
tarifnyal5%;
c) Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya
25%
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d) Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30%
2) Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

a) Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar;

b) Tarif Progresif Proporsional
Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak dan kenaikan persentase yang tetap;

c) Tarif Progresif Degresif
Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak tetapi dengan kenaikan persetase semakin kecil

d) Tarif Pajak Degresif
Persentase tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai
pajak menjadi semakin besar. Sebagai contoh bea masuk dan bea

keluar.

2.5 Pajak Daerah
2.5.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Kaupaten Jember, “Pajak
Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
teruang oleh orang pribadi atau badan yang bersiffat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

2.5.2 Pajak Daerah Kabupaten Jember

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, Bupati
Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah.
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2.5.3

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah.

2.5.4 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak provinsi, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Air

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
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Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:16), berikut tarif untuk setiap jenis pajak:

Tarif Kendaraan Bermotor pribadi ditetapka sebagai berikut:

1) Untuk kepemilikan kendaraan motor pertama paling rendah sebesar
1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tariff
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua
persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol komalima persen) dan

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2%

(nol koma dua persen)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut:

1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar yang

tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi

masing-maing sebagai berikut:

1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima
persen).

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen).

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling

sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar
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Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).

h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai
rokok.

i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

J. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima
persen).

I Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

m. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).

n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi
sebesar 25% (dua puluh lima persen).

o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen).

g Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).

s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.5.6 Pemungutan Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2018:17), ada tata cara pemungutan pajak daerah yaitu
pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib Pajak membayar pajak yang
terutang bedasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang
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memenuhi kewajiaban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar
dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain
yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang
memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT).

2.6 Pajak Hotel
2.6.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, “Pajak Hotel adalah
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia
jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan, homestay, serta rumah pemondokan dengan

jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.6.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, obyek
Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifathya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa
penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang
yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy,
pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan
atau dikelola hotel.
a. Obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:

1) Hotel

2) Motel

3) Losmen

4) Gubuk pariwisata


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

5) Wisma pariwisata

6) Pesanggrahan

7) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

8) Rumah penginapan, dan

9) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

b. Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Propinsi tau Pemerintah Kabupaten

2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya

3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.6.3 Subyek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentangPajak
Daerah, subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan Wajib
Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Siahaan (2016:303) secara sederhana yang menjadi subjek pajak
adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh
pengusaha hotel. Sedangkan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di
bidang jasa penginapan. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan
subjek pajak yang membayar (mennggung) pajak sementara orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi
kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan
melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.
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2.6.4 Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016:305), tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar
sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian
kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang
mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh
persen.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Bagian kesatu Pasal 7 ayat (1), tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jJumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
hotel.

2.6.5 Kilasifikasi Pajak Hotel
Sugiarto dan Sulastriningrum (1996:09), mengemukakn bahwa jenis hotel
dapat di kelompokkan atau dikelasifikasikan dalam beberapa kriteria berdasarkan
bintang dan tujuan pemakaian, antara lainsebagai berikut:
a. Kilasifikasi hotel berdasarkan bintang
1) Hotel Bintang Satu (*)
persyaratan:
a) Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar.
b) Kamar mandi didalam.
¢) Luas kamar standar minimum 20 m?,
2) Hotel Bintang Dua (**)
persyaratan:
a) Jumlah kamar standar minimum 20 kamar.
b) Kamar suite, minimum 1 kamar.
¢) Kamar mandi di dalam.
d) Luas kamar standar, minimum 22 m?.

e) Luas kamar suite, minimum 44 m?,
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3) Hotel Bintang Tiga (***)
a) Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar.
b) Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar.
¢) Kamar mandi didalam.
d) Luas kamar standar, minimum 48m?2.

e) Luas kamar suite, minimum 442,

4) Hotel Bintang Empat (****)

a) Jumlah kamar standar, minimum 40 kamar.

b) Jumlah kamar suite, minimum 3 kama.

¢) Kamar mandi didalam.

d) Luas kamar standar minimum 24m?,

e) Luas kamar suite, minimum 48m?.
5) Hotel Bintang Lima (****%*)

persyaratan:

a) Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar.

b) Jumlah kamar suite minimum 4 kamar.

¢) Kamar mandi didalam.

d) Luas kamar standar minimum 26m?.

e) Luas kamar suite minimum 56m?.

b. Klasifikasi hotel berdasarkan tujuan pemakaian:

1) Bussines Hotel

Hotel yang banyak di gunakan oleh para usahawan. Hotel ini memiiki

fasilitas yang lengkap untuk para businessman.
2) Recreational Hotel

Hotel yang di but dengan tujuan untuk orang-orang yang akan santai atau

berekreasi.

c. klasifikasi hotel berdasarkan daya jual:

1) European Plan

Biaya yang di keluarkan untuk menyewa kamar hanya untuk harga kamar

saja.
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2) American Plan
System perencanaan harga kamar dimana harga yang di bayarkan sudah
termasuk harga kamar itu sendiri ditambah dengan harga makan (meals).
3) Continel Plan
Perencanaan harga kamar kamar dimana harga kamar tersebut sudah
termasuk dengan harga continental breakfast.

4) Bermuda Plan
Perencanaan harga kamar dimana harga kamar tersebut sudah termasuk
dengan American breakfast.
d. Klasifikasi hotel berdasarkan ukuran hotel
Klasifikasi hotel berdasarkan ukurannya dapat ditentukan dengan
jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan menjadi 3 bagian,
yaitu:
1) Small Hotel

Hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 150 kamar.

2) Medium Hotel

Hotel dengan ukuran sedang dimana dalam medium hotel ini ada 2
katagori yaitu:
a) Average Hotel
Dengan jumlah kamar antara 150 hingga 299 kamar.
b) Above Average
hotel dengan jumlah kamar antara 300 hingga 600 kamar.
3) Large Hotel
Hotel dengan Kklasifikasi sebagai hotel besar dengan jumlah kamar
minimum 600 kamar.
e. Klasifikasi hotel berdasarkan lamanya tamu menginap

Lamanya tamu menginap di hotel dapat dibagi dalam 3 katagori, yaitu:

1) Transit Hotel

Tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam.
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2) Semi-residental Hotel
Tamu yang menginap lebih dari satu malam, tetapi jangka waktu
menginap tetap pendek, kira-kira berkisar dua minggu hingga satu bulan.
3) Residential Hotel
Tamu yang menginap dalam waktu yang cukup lama, kira-kira paling

sedikit satu bulan.

2.7 Pelaksanaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember

Dalam pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Jember telah sesuai dengan
Peraturan Daerah Jember No 3 Tahun 2011, kebijakan pemungutan pajak daerah
adalah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintah kabupaten, dilaksanakan berdasar prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran,
pemotong pajak, dan pembayar pajak, yang mempnyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Perpajakan Daerah, dalam pelaksanaannya Pemerintah menerbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWD) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah
yang di pergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Salah satu pajak daerah
yang memiliki potensi cukup besar pada pemasukan pendapatan daerah adalah
Pajak Hotel dimana hotel merupakan penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan

homestay, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
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2.7.1 Obyek dan Subjek
Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 obyek pajak hotel adalah
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan dan hiburan serta jasa penggunaan
ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang adalah
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
Objek pajak hotel meliputi: hotel, motel losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggarahan, kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh),
rumah penginapan, dan kegiatan uasaha lainnya yang sejenis. Namun dalam
pelaksanannya ada beberapa kriteria yang tidak termasuk objek pajak hotel yang
telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeber No 3 Tahun 2011,
adapun kriteria yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel sebgai berikut:
a. Tidak termasuk objek pajak hotel:
1. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan pemerintah propinsi
atau pemerintah kabupaten.
2. Jasa sewa apartemen, kondiminum dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang dimanfaatkan oleh umum.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 menjelaskan subjek pajak
hotel merupakan orang peribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada

orang peribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.7.2 Dasar pengenaan tarif
Dasar pengenaan pajak ( DPP) adalah nilai uang berupa jumlah harga jual
penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang dijadikan sebagai dasar untuk

menghitung pajak yang terutang. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun
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2011 menjelaskan bahwa pengenaan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jJumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
hotel, dan pengenaan tarif terhadap rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen)
dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik, besaran
pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak atas
Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2.7.3 Pendataan dan Penetapan

Pendataan adalah kenyatan menggambar suatu kejadian nyata, dengan
mengumpulkan semua data yang di perlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai
yang di harapkan, sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas
kumpulan fakta, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011,
pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) yang harus diisi dengan dengan jelas, benar dan lengkap serta di
tandatangani dan disampaikan kepada kepala dinas pendapatan yang wilayah
kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak, penetapan pajak terhutang dilakukan
dengan cara wajib pajak menghitung , memperhitungkan dan menetapkan pajak
terutangnya sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD), dimana SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak.

2.7.4 Pemungutan Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa
pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk melaporkan
perhitungan pembayaran nya, dan dalam pemungutan nya Kabupaten Jember
merapkan system self assisment pada pajak hotel dimana pemungutan pajak yang

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu di bayarkan oleh wajib pajak
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yang bersangkutan secara mandiri, pembayaran pajak dilarang diborongkan,
setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

a. Pajak yang dipungut berdasrkan penetapan bupati atau pejabat adalah :

1) Pajak Reklame,

2) Pajak Air Tanah,

3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

b. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :

1) Pajak Hotel,

2) Pajak Restoran,

3) Pajak Hiburan,

4) Pajak Penerangan Jalan,

5 Pajak Parkir,

6) Pajak Sarang Burung Wallet,

7) Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), atau dokumen lain yang di
persamakan ( karcis dan nota perhitungan ), sedangkan wajib pajak yang memenuhi
kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKBDKBT).

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dapat di terbitkan
oleh bupati 5 (lima) tahun sesudah saat terutang-nya pajak, jika Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tidak disampaikan kepada kepala daerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejat saat terutang nya pajak, dan apabila
jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKBDKBT), makan akan dikenakan sanksi 100 %
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(seratus persen) dihitung dari jumlah kekurangan pajak yang terutang.

2.7.5 Penagihan dan Pengenaan Sanksi

Penagihan dilakukan jika ada Wajib Pajak yang tidak melakukan
pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam SPPT akan
ditagih dengan Surat Peringatan (SP) dan surat tersebut diterbitkan 7 (tujuh) hari
setelah jatuh tempo pembayaran ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, apabila pajak yang terutang masih belum
dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) setelah diterbitkannya surat
peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa. Apabila pajak yang terutang
belum dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkannya surat paksa
maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), jika masih belum dibayar dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari maka akan dilaksanakan lelang. Proses yang dilakukan
berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan
No. 207/PMK/.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember belum sampai pada tahap pelelangan. Mengenai hal
tersebut dikemukakan oleh Hendra Surya Putra sebagai berikut: “Dalam kasus yang
pernah ditangani selama pelaksanaan penagihan pajak oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember hanya sampai proses penagihan dengan menerbitkan
Surat Tagihan Pajak atau Surat Peringatan saja karena Wajib Pajak pasti akan
membayar pajak terhutang setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat
Peringatan untuk kepentingan usahanya sesuai SPPT sehingga tidak sampai
proses pelelangan dan untuk pembayaran pajak yang terhutang beserta dendanya
harus dibayar sekaligus dan tidak boleh diangsur”. (Hasil Wawancara Kasi

Penagihan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember).
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang pajak bumi bangunan (PBB-
P2) dan bidang pendataan, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
beralamat di JI. Jawa No.72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai
tanggal 04 september 2019 sampai dengan 15 oktober 2019. Kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember yaitu:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s/d Kamis 07.00-12.00 12.00-13.00
13.00-15.00
Jumat 07.00-11.30 11.30-13.00
13.00-15.00
Sabtu s/d Minggu Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

32 Kegiatan yang dilakukan

Selama pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang 11 (tiga) pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan pada minggu ke dua
penuis dipindah tugaskan ke bidang 1 yaitu bidang pendataan dan pelayanan, untuk
mendapatkan data yang di butuhkan dalam pembahasan mengenai pajak hotel,
penulis berkonsultasi langsung kepada kepala bidang Bidang Pendataan dan

Pelayanan pada bidang I (satu) Badan Pendapatan Daerah Jember.
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Jember dapat dilihat pada tabel berikut:
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Kegiatan yang dilakukan selama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tabel 3.2 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2019

P2.

mengenai bukti

No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(a) (b) (© (d) (€)
1 |Rabu, Diterima di badan | Mendapat izin| Bpk. Sundari Ibu.
04 September pendapatan daerah | untuk Indah
2019 jember oleh kepala | melakukan
sub bagian umum | kegiatan
dan kepegawaian peraktek kerja
serta di tempatkan | nyata di badan
padan bidang 3 pendapatan
yaitu bidang pajak | daerah jember
bumi bangunan serta
pekotaan dan mengetahui
perdesaan (PBB- bagian dalam
P2) pengurusan
pajak bumi
bangunan
perkotaan dan
perdesaan
(PBB-P2)
2 |Kamis, Izin sakit Izin sakit Bpk. Sundari
05 September
2019
3 Jumat, Menata bukti Lebih Bpk. Agus
06 September pembayaran PBB- | memahami
2019 P2. kembali
mengenai
struktur
pembayaran
pada PBB-P2.
4 |Senin, Ditugaskan untuk | Mengetahui Bpk. Irfan
09 september menata bukti lokasi
2019 pembayaran serta | penyimpanan
menyusun bukti segala berkas
pembayaran bukti
tersebut pada lemari| pembayaran
berkas. PBB-P2.
5 [Selasa, Mencetak bukti Menambah Bpk. Irfan
10 September pembayaran PBB- | pemahaman
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No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(a) (b) (© (d) (€)
pembayaran
PBB-P2
6 [Rabu, Melanjutkan Mengamati Bpk. Irfan
11 september- kembali mencetak | dengan baik
2019 bukti pembayaran | structural dari
PBB-P2. bukti
pembayaran
PBB-P2.
7 [Kamis, Mengeprint bukti Mengetahui Bpk. Irfan
12 september pembayaran PBB- | cara
2019 pP2. pengeprinan
bukti
pembayaran.
8 Jumat, Melanjutkan proses | Memahami Bpk. Irfan
13 september print out bukti kembali proses
2019 pembayaran. print out bukti
pembayaran.
9 [Senin, Menyusun serta Mengetahui Bpk. Ilham
16 september mengelompokkan | pengelompoka
2019 bukti pembayaran | n bukti
PBB-P2. pembayaran
yang ada di
bidang
pendapatan
daerah jember.
10 [Selasa, Melakukan Memahami Bpk beni
17 september sosialisasi bentuk
2019 mengenai pajak sosialisasi
bumi dan bapenda pada
bangunan di masyarakat.
daerah jelbuk.
11 |Rabu, Menginput data Memahami Bpk. Irfan
18 september lembur karyawan | kinerja
2019 PBB-P2. kepegawaian di
Bidang PBB-
P2.
12 [Kamis, Melihat document-| Mengetahui Ibu. Ayu
19 september document badan jenis-jenis
2019 pendapatan daerah | dokumen
di computer yang | penting yang

telah di sediakan

ada pada badan
pendapatan
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No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(@) (b) (©) (d) (e)
daerah jember
13 Jumat, Menyusun serta Meningkatkan | Bpk. Irfan
20 september menata struk pengetahuan
2019 pembayaran yang | dalam
di atur oleh badan | memahami
pendapatan daerah | proses serta
kabupaten jember. | bentuk-bentuk
dalam
pembayaran
pajak daerah.
14 Senin, Menginput data Mengetahui Ibu. Indah
23 september lembur pegawai di | proses kerja
2019. bidang 3. serta kinerja
pegawai.
15 [Selasa, 24 Melanjutkan input | Memahami Ibu. Ayu
september2019 data lembur secara jelas
karyawa di bidang | kerja serta
3. Kinerja
karyawan.
16 Rabu, Mengikuti polling | Mengetahui Bpk. Beni
25 september ke daerah jelbuk bentuk
2019 dan sekitar nya, sosialisasi
petugas pajak
bumi bangunan
pada daerah.
17 |Kamis, Pindah dari bidang| Memahami Ibu. Indah
26 september PBB-P2 ke Bidang| proses
2019 Pendataan. pendataan
pajak pada
badan
pendapatan
daerah jember.
18 Jumat, Foto copy berkas | Memahami Ibu. Indah
27 september pendataan. bentuk surat
2019 pendataan
pajak.
19 Senin, Melayani Bersosialisasi | Ibu. Indah
30 september masyarakat dalam | kepada
2019 proses pendaftaran | masyarakat
pajak. mengenai

pajak.
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No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(@) (b) (©) (d) (e)
20 [Selasa, Mendata serta Mengasah Bpk. Imam
1 okteber 2019 menyusun laporan | kembali
pembayaran pajak | mengenai
hotel. tugas-tugas
yang pernah di
lakukan
sehingga
menambah
pemahaman
mengenai
proses
pendataan.
21 [Rabu, Berdiskusi dengan | Menambah
2 oktober 2019 kepala bidang 2 pengatahuan
mengenai pajak mengenai pajak
Ibu. Indah hotel. hotel.
22 [Kamis, Membuat exel Mengetahui Ibu. Ayu
3 oktober 2019 serta menginput input data
data mengenai pemasukan dan
pemasukan dan pengeluaran.
pengeluaran dari
bidang 2.
23 Jumat, Menyusun Mengecek Ibu. Ayu
4 oktober 2019 lampiran kelengkapan
pendataan pajak. data pendataan
dan
pendaftaran
pajak hotel.
24 Senin, Menginput data Lebih Bpk. Irfan
07 oktober lembur pegawai. memahami
2019 kembli
mengenai
Kinerja
karyawan.
25 [Selasa, Melengkapi data Menambah Ibu. Ayu
08 oktober lembur karyawan | pengetahuan
2019 dengan serta data baru
memasukkan data- | yang dapat
data baru. saya laporkan

dalam
pengerjaan

tugas akhir.
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No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(@) (b) (©) (d) (e)
26 [Rabu, Menyetorkan data | Dapat
09 oktober lembur karyawan | berinteraksi
2019 kepada kepala dengan kepala
umum bagian bidang bagian
Ibu. Ayu kepegawaian. kepegawaian
secara umum
dan membanun
relasi yang
baik demi
lancarnya saya
dalam
pengembilan
data yang di
butuhkan untuk
pengerjaan
tugas akhir
saya.
27 |Kamis, Berdiskusi kepada | Membangun Bpk. Aziz
10 oktober salah satu pegawai | relasi untuk
2019 yang bekerja di memudahkan
bidang 2 mengenai| saya dalam
pajak hotel. pengambilan
data pajak
hotel yang ada
pada badan
pendapatan
daerah jember
untuk
memenubhi
tugas akhir
saya.
28 Jumat, Melanjutkan Menambah Bpk. Irfan
11 oktober diskusi pada hari pemahaman
2019 sebelumnya. mengenai pajak
hotel.
29 [Senin, Diskusi dengan Menambah Bpk. Aziz
14 oktober kepala bidang satu | persiapan saya
2019 mengenai pajak dalam pelaporn

hotel serta
membahas
mengenai tugas
akhir.

tugas akhir
saya.
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No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab
(a) (b) (© (d) (€)
30 |Selasa, Berpamitan kepada] Membangun Ibu. Indah
15 oktober seluruh pegawai relasi yang baik
2019 yang bertugas di antara
bidang 2, mahasiswa
memohon maaf dengan badan

atas kekurangan pendapatan
selama melakukan | daerah jember.
peraktek kerja
nyata serta
mengucapkan
ribuan terimakasih
atas segala
pelajaran yang
telah kami dapat
guna
mengaplikasikan
ilmu dalam
bidang perpajakan

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.3 Pengumpulan Data
3.3.1 Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu menggunakan
metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:2), metode kuantitatif adalah metode
metode penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka yang

dapat diukur, sistematis dan rasional.

3.3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:104), pengumpulan data dapat menggunakan
jenis data primer atau data sekunder sebagai berikut:
a. Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data yang dapat dilakukan dengan wawancara.
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Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat dokumen.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan Tugas

Akhir yaitu menurut Sugiono (2017:137).

a.

Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mengadakan studi literatur guna memperoleh dasar teoritis dalam
pemecahan masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini,
penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari buku-buku, Undang-
Undang Perpajakan serta sumber-sumber lainnya.

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek
peneliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
secara lisan kepada subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang Prosedur
Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata, prosedur Pendaftaran,
Pendataan, Penetapan dan Pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember menggunakan Self Assesment yaitu wajib pajak berwenang untuk
menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri,
pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah,
Dalam pemungutan pajak hotel terdiri beberpa proses yang harus di lakukan oleh
wajib pajak (WP), Pendataan pajak hotel yaitu proses pencatatan ke dalam buku
pendataan dan dimasukkan ke dalam situs informasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, Penetapan pajak hotel merupakan suatu proses menetapkan
besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah
(SPTPD), Pembayaran pajak hotel dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dan
meminta bukti pembayaran melalui bank jatim untuk mendapatkan Surat Setoran
Pajak serta melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA)
atas pelunasan pajak hotel.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan suatau saran yang
mungkin bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adapun
saran tersebut antara lain:
1. Membenahi serta melengkapi fasilitas kantor yang dapat menunjang kinerja
pegawai menjadi cepat dan baik.
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2. Terus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan sistem online dengan Tapping
Box dan prosedur pemungutan pajak hotel, yang saat ini memiliki potensi
cukup besar dalam peningkatan pendapatan daerah jember.

3. Meningkatkan kesadaran pengusaha hotel di wilayah Kabupaten Jember akan
pentingnya membayar pajak dengan sosialisasi secara rutin kepada pengusaha
hotel.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Prakt ek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNGLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SGSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335386, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor :3090/UN25.1.2/5P/2019 26 Agustus 20192
Lampiran :Satu eksemplar >
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa No.72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan
2 | RB Moh Ihwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903101007 Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober
2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Pesf Pr. Hadi Prayitno, M.Kes.,
’7"" 9610608198302100

d3 Perpapakan 2019
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

=
Jember, 2 September 2019
Nomor : 3090/ 748135.09.413/2019 e s
s Yth. Penjabat Dekan Fakultas Iimu Sosial dan
- Timu Politik Universitas Jember
Perihal  : Persetujuan Tempat Magang

Di -

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 26
Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No. Nama NIM Program Studi

1. | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan
2. | RB Moh Ihwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3. | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
4. | Misbachul Munir 160903101007 Diploma I1I Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung
mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
~ KABUPATEN JEMBER

“Pémbina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga
perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGT

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 3203/UN25.1.2/SP/2019

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan
2 | RB Moh Ihwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903101007 Diploma 1II Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Badan P

dapatan Daerah Kabup

Jember, 03 September 2019

en Jemb:

Kaprodi Diploma 111 Perpajakan

yang ber: an

2.
3.
4.

l}rskll,)/f

d3 Perpajakan 2019

Penjabat Dekan,

52
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 3768/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas [Imu Sosial Dan IImu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP :196103311989021001
Jabatan : Lektor

Pangkat, golongan : Penata,lll/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14
Oktober 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM . Program Studi
1 | Zulkarnain Maulana 16090371707{028 7 mBiploma Il Perpajakan
2 | RB Moh lhwan Nasiruddin 160903101047 Diploma III Perpajakan
3 | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma Iii Perpajakan
4 | Misbachul Munir 160903:20 1667 ) Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

er, 08 Oktober 2.'019

#Hadi Prayitno, M.Kes.
19610608198802100

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember

2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNE]

3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNE]
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian

5. Mah yang ber: kutan,
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Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN

Tempstix ; Biofang 3
Asal Univ. *P2 @Makon#af umy ~Jem by—
— NAMA TANGGAL e
4/ 4/ S [
w’"(l/ 71 oy .
%{L; TR—— ,§ t gay.a v

-8 &AF 2org %a‘—d/

7 septemler 2ou = £

fPiie——c—— [ =

o —— 4 Zz>

Qo ' <

28 ——c — 9 - i

i cof 30 [ .

1 cen ol 7 4 ~*y

- —1 170y Jor

W ——t — 4/ / 4"/

9 ——« — —F 1 Z£
———| L. A
2 Eepf I C— thd—

£ # 4 af %

g

u.,zg&'pl- Joio L gbod—L s

26 ——= e =2
U otpec lf £
=717
3 — [(«— ;ﬁ
o s aa RS Z‘ K

q e & V]

R =l (/L, N
g =< 1 .
[o === A
[R3 — Le=— % / D
\? ~ e -Ca? %r -

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

e e o

Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
e T (Y11 T3aT2e

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN
ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas 8 \ A
2 Kemampuan / Kerjasama 8 \ A
3 Etika 82 A
4 | Disiplin - A
NILAI RATA - RATA
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : Nurul Hidayah
NIM :160903101057
Jurusan :Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Yang Menilai
Nama : SUYANTO, SH
NIP : 1964010619970310004
Jabatan : AN. Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Sckretaris)
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tanda Tangan: =~ ot
PEDOMAN PENILAIAN :
NO ANGKA HURUF KRITERIA
1 280 A istimewa
2 | 75sAB< 80 AB Sangat Baik
3 70sB<75 B Baik
4 65sBC< 70 BC Cukup Baik
5 60 sC< 65 [+ Cukup
6 55<sCD<60 CcD Kurang
7 | 50sD<55 D Kurang
8 45sDE< 50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang

55


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1933/ 83/ /35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH

NIP H 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol. : Pembina TK.I Gol. IV/b

Jabatan . Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA NIM JURUSAN

1. | Zulkarnain Maulana 160903101028 Diploma III Perpajakan

2. | RB. Moh. Ihwan Nasirudin 160903101047 Diplomé III Perpajakan N
3. | Nurul Hidayah 160903101057 Diploma III Perpajakan

4. | Misbachul Munir 160903101007 Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada
tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP 1 640106 199703 1004
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3766/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D 11l Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial

Dan limu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah Ini:

PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANGAN
1 Yeni Puspita, S.E,M.E. Penata Muda Tingkat | Asisten DPU
NIP. 198301012014042001 /b Ahli

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 160903101057

Program Studi : DIl Perpajakan

Judul - Prosedur Pendaftran,Pendataan ,Penetapan Dan Pembayaran Pajak Hotel Pada

Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilak kan deng; baik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

_B#f. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021

d3-Perpajalkan 2019
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Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax,(0331) 335586 Jember 68121
Email : Gisipunci@tel} Telp, (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama L it ot AL A “A e Uit
NIM bR IVIDE Y.
Jurusan : llmu Administrasi

Program Studi : Djploma III Perpajakan
Alamat Asal : FOMHANAK

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

SRS BRI, DSt ,
_'p/?fﬁﬁ,ffﬁffj;y”&faeﬁ .......... al(ho’?e/ ..... ataon, penefdffon clan ...

(bahasa Inggris)
Dosen Pembimbing : YA&LL...E. (,((PII‘A‘,S E.ME
TANDA

NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN “TANGAN

PEMBIMBING
| |gDeSember 015 | )0-20 | Bimbngr bak 7 A
2 | Pesember 2009 | 1. gD |Rimbigan B4R i Ul N\
3|5 Pesember 20| p/ SO |gimbigan BAE W mitd B
4 ¢ Joncar 2020 |12 2D Bimgingen  gag v ‘J /\ﬂ,
5|10 Jenwart 100 |70 -2 Bimbingen  &m v N T
6 |2 Janconm 200|100 | revie oerr sehp v U N
7 [

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 10. Struktur Organisasi Badan Pemerintah Daerah Jember
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Lampiran 11. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) Pajak
Hotel

BENNY SUTEDIO THE

Mintalah Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, .
Terima Kasih Telah Membayar Pajak. i s
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Lampiran 12 Contoh Bukti Setoran Pembayaran Pajak Hotel
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Lampiran 13. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru

FORM ISIAN
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH

JENIS WAJIE PAJAK

PRIBASY/NADAN

NiK

(PEMILIK PERUSANAAN)

3 [NAMA WAUIB PAJAK

4 ALAMAT
5 |[RT
6 RW
7 PROVINSI

8 KABUPATEN

S KECAMATAN

10 [DESA/KELURAHAN

11 |KODE POS

12 [NOMOR TELPON

13 {EMAIL

14 JUSER NAME

L

15 |PAYWORD

LANIPIRAN:

1 FC. KTP

dember, i e s

SUBYEK PAUAK
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Lampiran 14. Form pendaftaran Obyek Pajak Baru

FORM iSIAN

PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH HIBLIRAN

LOKAS| OBYEK PAJAK

KECAMATAN

KELURAHAN

ALAMAT

RT

RW

TAIL OBYEK PAJAK

STATUS PAJAK

(TETAP / INSIDENTIL)

GOLONGAN / JENIS HIBURAN

NAMA OBYEK PAJAK

TANGGAL PENDATAAN

KETERANGAN BIDANG USAHA

PRODUK USAHA

PENJUALAN KARCIS MESIN

(YA / TiDAK)

MENYEDIAKAN KARCIS FREEPASS

(YA / TIDAK}

JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI

{HARI BIASA]

JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI

(HARI BIASA)

\=]
‘;wawmmbwwplmmbwuu

JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI

(HARI LIBUR}

-
N

JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI

=
w

JUMLAH MEJA/MESIN

(HARI LIBUR]

i
S

JUMLAH KAMAR/RUANGAN

15

MENGADAKAN PEMBUKUAN

(YA / TIDAK}

DATA PERIZINAN

NOMOR IMB

TANGGAL IMB

NOMOR IZIN HIBURAN

1
2
3
4

TANGGAL IZIN HIBURAN

1

W RN A WN

KET JENIS HIBURAN

FILM/BIOSKOP

PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA

KARAOKE

BILLIAR

GOLF

PERMAINAN KETANGKASAN
PANTI PIJAT/ REFLEKSI
MANDI UAP/SPA
PERTANDINGAN OLAHRAGA

Jember; oG,
SUBYEK PAJAK

63



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64

Lampiran 15. Surat Resmi Pendataan Obyek Pajak Baru

!
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Lampiran 16. Berita Acara Pemasangan Tapping Box

. PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL JawaNo. 72 # (0331) 337112 JEMBER

Ee BERITA ACARA
| S PENDATAAN OBYEK PAJAK

WILAYAH KABUPATEN IEMBER TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten lember Tanggal
................................ Nomor : 800/......./35.09.413/ tentang Pajak Daerah telah
dilaksanakan pemasangan Tipping Box;

Nama / Tema

Alamat

Lokasi obyek Pajak

lenis Pajak : Restoran/ Reklame / PBB P-2 / BPHTB / PPJ Non PLN/ Hotel

Hiburan/ Air Tanah/ Mineral Bukan Logam/ Parkir

Keterangan

Demikian untuk digunakan sebagaimana perlunya

P - - ~

‘ Petugas :
Wajib Pajak  S—

w
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Lampiran 17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun Anggaran 2016

| DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JENEID b

Jin. Jawa No.72 Jember Telp. (0331) 337412 Fax. (0331) 324894

DAFTAR : TARGET dan REALISAS| PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
(P-APED) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

S/D TANGGAL 31 Desember 2016
KODE “REALISAS| PENERIVAAN UNIT KERJA
NO. REKENING URAIAN TARGET P-APBD JUMLAH JUMLAH JUMLAH % SiSA PEMUNGUT
S/D BULAN LALU BULAN iNl SID BULAN INI
1. 2 3 4 5. 3 7. 8 9. 10,
4] [T [ T |renoapatanoacran 3.206.223.357.577,00 | 2893.342.649.116,02 | 202.668.322.857,9 | 3.192.000871.972,96 | 9949 (24.921.900.904,04]
—— Tl e | 3192000871.97236 | 99,
4[] [ T T IpenoapaTANASLI DAERAH PaD) 519.190.673.159,00 | 466.344.256.069,02 |  67.793.640.047,08 | 524.137.697.016,96| 10095  4.699.292.657,96
———— e e | TTOIOA0047.94 | 524.137.897.016,96 | 1008
4[171] [ [ [4astpasaxpasran 139.850.025.000,00 | _ 122.862.981.568,24 | 13.962437.261,05 | 136.545418829,29 | 9764 |  (3.004.606.470,71)
LS Re o082 | e PRS0 | 91,64
1 4[] 1]o1] Pajak Hote! : E DIPENDA
4j1]110 Holel Batang Tga 2.260.000.000,0( 2.217.252.288,00 255.543.005,00 2472.795293,00 | 1084 192.795.293,00
HEHE) HotelBitang Satu 170.00C.000,00 190.651.347,06 55.448 202,00 246.099.549,00 | 144,71 76.099.549,00
S EIRN RN Hote! lat 1.060.000.000,0 132263140600  165.529.876,09 1.488.161.284,00 | 140,3 428.161.284,00
s [ 1]01]15] | Pesamgyaten 60.000.000,00 90.881.960,00 |~ 8.21.300,00 )9.803.260,00 | 110,89 §.803.280,00
=i 3.600.000.000,00 3.821417.021,60 48544238500 | _ 4.306.859.406,00 | 11963 706.859.406,00
2 [4]1]1702 jak Restoran “ﬁ#%ﬂl
4l1]1]efo] T Resomn 3 000,00 3219.841.302.00 300.890.677,00 3520.732.179,00 | 106,69 220.732.179,00
4 1)102/02 Rumzh Maken 3 000,00 2.816.594.153,00 247.261,549,00 3.063.855.702,00 | 100,45 13.855.702,00
INRDERED 535.000.000,00 118.276.771,00 8.132215,00 2640891600 | 2363 (408.591.064,00)
4] 1] t]oofos] | caeing - 1.415.000.006,00 2.096.637.795,00 578.062277,00 | 2674.700.072,00| 189,02 1.250.700.072,00
8.390.000.009,00 8251.349961,00 | 113434691600 |  ©.386.696.859,00 | 13,08 |  1.085.656.865,00 |
14 Faiak Hiburan == G uﬂﬂﬁ%ﬂ
¢ Tontoran FirBeskopRentsl VGO 100.060.099,00 36.436.000,00 | 605550000 0249150000 924 17.506.500,00]
4 FPogeloran KoseniaMusiTaiMuse 235.000.900,00 68.332.500,00 06 6833250000 | 29,08 (766.667.500,00)
4 Karoks 316.800.000,00 276.445.074,90 25.000.072,00 30144514600 | 9545 (i5.354.654,00]
- Pemzian Biyaid 000.000,00 160.850,00 00 13685000 | 23,22 [3.839.150,00)
4 Permaingn Sl -500.000,% $.200.000.50 .00 ,200.006,00 | 213,23 1.7€0.000 00
[ Permvinen Ketanghasan 488.700.000,01 623.085.110,00 156.954.200.00 780.043.316,00 | 159,62 297.343.310,00
[IE PlatReflrs ,000.000,0% 28.406.643,00 7.915850,00 36.322.293,00 | 1.816,11 34.322.293,00
[ Ve Uap 000.660,00 300.000,00 0,00 300.000,00 | 30,00 —(796.000.00;
4 Petandingan Oh Raga_ 50.000.000,00 13.500.000,00 800.006,00 14.300.000,00 | 28.60 135.760.000,00)
1.200.000.000,00 1.100.870.177,09 196.726.422.00 1.297.556.696.00 | 102,13 §7.595.599,00
(8 P R LU E . LSO AR E&l&i%ﬂ"ﬂ
[ Rekiare Pl sioniegetnn 4020.000.000,00 2.708.380.534,06 | 692.076.057,00 340045659100 | 84,9 (679.543.403,00)
‘ Kain 1.214.250.000,G0 860.107.716,00 36.451.643,00 698.560.364.00 | 57,53 (515.690.636,00)
i Solstaran 750.000,00 0.00 .00 00| 000 (750.000,00)
] Reldeme Bl 15.090.000,00 67.402.578,00 1.043.750,00 69.446328.00 | 456,31 53.446.328,00
£.269.000.950,00 3.435.890.526,00 T31.E71 4.167.462.283,00| 78 1.082.537.717,001
. = = e —— S
TR = — e 3435.800.828.00 | L7858 | (1.052 =
41 1]11705]01] | Paisk Pererangan daan PT PLN 42.000.000.060,00 |  48.854.205570,00 |  4.70245460800 |  53656.660.184.00 | 106,30 4.556.660.164.00
41 t]05]0] [ PaakPenerangan damhon- Pt 250.000.099,00 247.659.655,00 28.020.273,00 275679.92800 | 110,27 25679.926,00
49.250.000.000,00 | 42.401.865.231 473047488100 | 53.832.340.112,00 | 10930 |  4.582.340.112,00

Page 1
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Lampiran 18. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun Anggaran 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ._mxmm'

Jin. Jawa No.72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334834

~

REVIEW

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
S/D TANGGAL 31 Desember 2017

KODE I — REALISASI PENERINAAN
NO. REKENING URAIAN TARGET P-APBD JUMLAH JUMLAH JUMLAH % SISA UNIT KERJA PEMUN
SID BULAN LALU BULAN INI SID BULAN INI ——
2 3 4 T I3 Z 3. ) S —
4] [ T ] [PENDAPATANDAERAR 3.640.406.991.356,11 | 3.286.132.135.493,26 | 193.054.051.867,52 | 3480.086.137.354.78 98,30 | (60.320.804.001,33
4[] [ T [PENDAPATAN AsLiDAERAH (PAD) 736.927.109.103,11 | _ 613.957.187.764,26 | 105.256.393.31 719.213.581.070,78 97,60 (17.713.528.032,33)
4[ 1111 [ |HASCPAIAKDAERAH 160.639.061.620.00 | _143.992216.797,30 | 16.408.274.603,00 | 160400.49040030 | 95,73 (438.571.219,70)
1 [4]1] 170t Pajak Hotel BAPENDA
41 1] 1]0t]04] " Hotel Bintang Tiga 3.000.000.000,00 2.366.207.143,00 200.765,349,00 2.566.972.492,00 57| - (433.027.506,00)
4] 1] 1]01] 0] Fotel Bintang Setw 300.000.000,00 214.906.283,00 22.474.371,00 237.380.654,00 13 (62.619.346,00)
4| T T0tT07]  Hotel Melat 1.600.000.000,00 1.564.748.119,00 164.757.953,00 1.729.506.072,00 | _ 108,09 129.506.072,00 |
4 [ 11 1]01]76] " Pesanggrahan 00.000.030,00 — 72.708.850,00 7.369.500,00 | 80.098.350,00 | ~ 80,10 (19.901.650,G0)
5.000,000.000,00 4.218.570.395,00 395.387.173,00 4613.957.668,00 | 92,28 (386.042.432,00)
2 [4[1]1]e Pajak Restoran e ] T BAPENDA
4| 1] 1]02]01] Restoran 3.500.000.000,00 4.067.364.473,00 431.284.267,00 4.498.648.734,00 | _ 128,53 998.648.734,00
A1 1] 102[ 62] " Rumal Makan 3.200.000.000,00 2.952.412.081,00 244.890.935,00 3.207.303.014,00 |_ 100,23 7.303,014,00 |
4|1 1 o203 o 600.060.000,60 155.745.580,00 4.007.062,00 160.655.642,00 | 26.78 (439.343.358,00} |
4117 1]02[ 05 Catering 2.200.000.000,00 2.833497.951,00 | _ 1.407.212.907,00 4240.710.858,00 | 192.76 2.040.710.856,00
9.500.600.000,00 16.019.024.935.00 | __ 2.088.295.163,00 12.107.319.248.00 |__127,45 2.607.515.248,00 | : ST
3 [4j1]1]cs Paiak Hiburan S| BAPENDA :
4111 1103101] Tontunan FilmBioskogental VoD 0.000.000,00 117.305 500,00 9.051.500,00 126.357.000,00 97.20 (3.543.000,00)
4 1 1] 1.163]02]  Pageleran KesemenMusiTariMtusk 0.000.000,0 65.230.000,00 4.770.000,00 70,000.060,00 63,64 (40.000.000,00) |
[ [T 03]07] Koracke 400.000.600,0¢ 274.228.730,00 | 21.905.358,00 296.134.583,00 4 (103.865.412,00,
44 1] 1 163] 10] " Permainan Biymd 2.009.005.00 0.00 0,00 0,00 0,0 000,900,090
4171777 J03] 1] _Permainn Gk 3.002.000,00 850.060,00 0,00 850.000,00 128 150.000,00) |
A1 3 103 5] Pemainan Ketanghasen 750.009,000,30 575.660.000,00 167.440.600,00 74310060009 | 99 (6.699.400,00) |
| T T[93] 6] Pratreveksi 80.000.000,00 64.131.993,00 5.721.675,60 60.663.868,00 | 873 (10.136.132,00)
Af 1] 1]93]17] MandiUap 1.006.090,00 300.000,00 6,00 96.000,00 | 30,00 {790.000,00)|
4 1] 1[03] 18] Pertandingan Oieh Raga 24.000.006,00 77.054.800,00 0,00 77.054.800,00 | _ 521,06 £3.054.600,00
1.600.066.000,00 1174.761.023,00 205.899.833,00 1.383.660.356,00 | 92,24 (116.339.144,50) ’
CIATATAT6] [ FaiacRokiame N S ARty = . BAPENDA
41111108 01| Reklame PapanBittosranidoetronMegatron 3.000.000.006,00 535.656.404,00 87.807.224,00 723.463626,00 | 74.12 (2.276.536.372,00)
AT ot 02 ein 1.200.006.600,00 656.059.920,00 34.975.650,00 691,035.630,00 | _ 57,59 (508.964.370,00)
4[] 04 04| Soleteran 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 .000.000,00 | 60,00 {2.000.000,00)
411 [ 1]04]05] " Rekleme Bsriten 60.000.000,60 £3.849.940,00 0% 43949.940.00 | _ 73.25 (16.050.060,00)
4.265.900.000,00 4.336.666.324.00 122.762.674,00 146144915600 | 34,27 803.550.802,0¢)
Pajak Panarengan Jalan (-PJ) A R R 5 S L2 PL.PN
Pejak Peirarangan Jaizn PT_ LN 59.500.000.600,60 53.916.030.334,90 | 6.072.476.942.,00 65.968.500.276,06 | _ 110,91 6.485.509.276,00
41 1105702 aja Peserangan seten on - L 250.000.000,00 157.712.470,00 6.088.129,00 165.800.590,0G | 66,32 (84.199.410,50]
59.750.600.000.0¢ 60.073.742.804,00 | 6.920.567.062,00 83.154.209.866,00 | _ 110,72 6.404.509.866,00
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@& - BADAN PENDAPATAN DAERAH KARUPATEN JARBER

Jin. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISAS| PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

[1]1 wlv-"ﬁ Parkir.
1] :_8 01] Paiak Farkir

1.300.000.000,00 | 127100877967 708.897.700,00 1.380.700.479,67 | 106.21 80,700,479,67
1.300. 1.271.00.778, 109, 00 1.380.700.479.67 |__106.21 80.700.475,67

Jember Tahun Anggaran 2018

Page 1

c
[<5]
+—
(48]
Q.
>
Q
¥
knna S/D TANGGAL 31 Desember 2018
S e KODE REALISAS| PENERIMAAN
% ‘| rexexmG URAIAN TARGET P-APBD JUMLAH UMLAH JUMLAH % SISA UNIT KERJA PEMUNGUT
S/D BULAN LALY BULAN INI S/D BULAN INI
a) Z 3 ) 5. 7 g F) 10.
c 4 [ [ T |PENDAPATAN DAERAH 3601.294.429.685,50 | 3.396.489.904.465,39 | 193.202.768.676,60 | 3.689.692673.443,06| 99,68 (11.001.750.641,59)
[
m 4[1] T | IPENDAPATAN ASLI DAERAM (PAD) 608.304.816.610,60 | 636.762.943.846,39 61.575.042.805,56 | 698.328.886.651,05 | 98,20 (10.975.931.958,65)
a 4[1[1] | |HASIL PAIAK DAERAH 185.222.247.938,00 | 166.625.842.02747 17.056.633.671,00 | 1826824758987 | 96,63 (2639.772.039,89)
0] 1 QEI Pajak Hotel
= b BAPENDA
© 41711110104 " Hotel Bintang Tiga 3.000.000.000,00 2.167.171.222.00 558,696.866,00 2.715.768.085,00 | _ 90,53 284.231.612,00
c 4] 1] 1]01]08] Hotel Bintang Satu 300.000.000,00 186.035.246,00 7.373.550,00 193.408.796,00 64,47 106.591.204,00)
[<5) 41 1] 1]01]07] Hotel Melati | 1725635.023.00 375.200,00 Y 4
1 jots] Melaf _ 1.600.000.000,00 1.722.633.023,00 147.376.200,00 1.870.008 223,00 | 116,88 270.008.223,00 |
Dl 41111 12| _Losmen/Rumah Penginapen/Pesanggraan/HosteVRumah Kd 100.000.000,00 64.325.000.00 8.293.500,00 72518.500,00 | 72,62 (27.381.500,00)
6.000.000.000,00 4.130.9 721.839.116,00 4851803607901 97,04 (s ysopneal = S
c 2 92] | Pajak Reatoran BAPENDA
[+ 02]01] _Restoran €.100.000.000,00 5.813.485.402,00 869.646.564,0C 5.683.131.966,00 | 109,56 583.131.966,00
(45 4 021021 Rumah Makan 3.875.000.000,00 4.270.197.963,00 452.233.213,00 4.722.431.176,00 | 121,67 847.431.176,00
m “ “ mw NM Café_ 500.000.000,00 229.414.604,00 85.572.232,00 14.985.836,00 | 105,00 14.686,836,00
| Catering 2.225.G00.000,00 2,584,033 499,60 1.167.869.654,00 3.751.903.153,00 | 168,62 1.526.903.163,00
v— . 526,903,153,
o TE T 12.600.006.000,00 12.697.131.468, 2.575.321.663,00 1547245313106 | 123,78 2.972453.131,00
Ien) = _|_Pajak BAPENDA
1103[ 01| Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD, 8,
c 1 il oskop/Rental VCD _ 742,000.000,00 1.074.799.167,00 141.396.691,00 121619577800 | _ 16361 474.195.778,00
3} : 111103102] Pagelaran Kesenian/Musik/Tar/Musik 25.000.000,00 44.992.500,00 0,00 44.992.500,00 | 179,97 19.992.500,00
o 5 1] 11031 07 Karaoke 400.000.000,00 304.932.091,00 44.640.421,00 349.572.512,00 | _ 87,39 (50.427.438,00)
1].1403f10 Permainan Bilyard 2.000.00C,00 0,00 0,00 (2
— 11 1]03]11] _Permainan Gek 106600000 X T T Fared
> S Permainan Get 1.080.000,90 1.600.000,00 0w 1.60.000,00 | 160,00 500.090,00
o i 2| __Permainan Ketangkasan 758,000.00€,00 626.632.410,00 81.026.00,00 717.706410,00 | 95,06 (57.291.590,00)
41 1] 1]03[16} _Fanti Pjat/Refioksi T —705.64 | B
Pij 69.000.000,00 50.113.863.00 4.706.020,00 54.812.089,00 | _ 102, 4.615.989.00
(2} (I EIRI R ndi Uap/3 060,00 70 S ) m—— N
© — | 11031171 Wandi UapiSpa & 1.000.000,0¢ 100.00¢,00 0,00 100.000,60 10,90 (909.006,00)
= |41 1] *]e3] 18] Pajak HiburawPertendingan Olah Raga 24.000.000,00 80.516.000,00 70.217.500,00 90.752.500,00 | 378,35 64.732.500,00
> T = . 7.09¢.600.099,00 | 2.1€3.735.167,00 287.986.532,00 ZATEI2168900 | 123,73 | L7237 L R —
Dn A __“ um ﬁWﬂ%EF 3.000.000.060,00 1.497.634.708,00 544 886.314,06 1.842.521.022,00 1.157.478.978,00)
|_Re Ki 1.200,000.606,00 §93,073.332,00 170.064.875,00 1.065.156.207,00 | _ 88,60 (136.841.793,00
m u : “ MM max.naa vmﬁs_ﬁ. 45.000.000,50 85.162.500,00 11.295.000,09 96.457.500,00 [ 214,35 51,457.500,00
Reklame Beralan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.090.000,00)
© s 4.205.000.000,00 | 526.266.785,90 | 99213672900 | 70,38 (1.252.563,271,60)
= [ wu il Fa ”m:.s:; aﬁ ol s (7% BN
ey ] il _Pajak Pensrangan Jalan P T. PLN 71.500.000.090,00 65.943.162.874,00 €.451.245.319,00 72.394.408 49300 ] 101,25 894.405.493,00
> 1.1]05;02] "Pajak Penerangan Jelan Non - PLN 200.000.009,00 87.526.285,00 163.562.661,00 271.109.15C,00 | 135,55 71.109.150,00
T a e — LA DL AT Dy B L L
hast 717 690,00 | 66.030.688,162.00 5.634.823 450,00 72.666.617.643,00 | 161,35 sesbiiseseo]
o] BAPENDA
o))
—
c
©
|-
Q.
3
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Lampiran 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

FRESIDEMN
FEEFPUELIK INDONESIA

UNDAMNG-UNDANG FEPUELIK INDONESIA
NOMOE 25 TAHUN 1599
TENTANG

PERIMBANGAN EEUANGAN ANTARA PEMERINTAHPUSAT DAN DAERAH
DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MMenimbang

hengingat

b

PEESIDEN FEEFUBLIK INDONESIA,

bahwa Megara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan
pemerintshan, dan pembangunan untuk mencapal masyarakat adil,
makmr dan merata, berdasarkan Pancazila dan Undang-Undang
Diazar 1943;

bahwa pembangunan daersh sebagal bagian mtegral dan
pembanguman nasional dilaksanakan melalni otonomi daerah dan
pengaturan sumber daya nasional, vang memben kesempatan bagi
peningkatan demolrasi dan kinerja dserah vang berdaya guna dan
berhasil gpuna dalam pemyelenggaraan pemerimtzhan, pelayanan
masyarakat, dan pembanmuman untuk memngkatkan kesejahteraan
masyarakat memuju masyvarakat madani yang bebas kompsi, kolusi,
dan nepotisme, untuk diperlukan keilutsertaan masvarakat
keterbukaan, dan pertanggungsjawaban kepada masvarakat;

bahwa wntuk mendulbumg penvelenggarasn otonomi daerah melahui
penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralizasi,
dekonsentrazi, dan tugas pembantuan, perlu distur perimbangan
kenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem
kenangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas,
dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemermtahan;

bahwa Undang-umdang MNomor 32 Talum 19356 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang
Berhak Mengurus Fumah Tangganva Sendir, sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadasn serta adanyva kebutuhan dan
aspirasi masyarakat dalam mendulng otonomi daerah maka perlu
ditetapkan Undang-undang yvang mengatur perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Pazal 1 ayat (1), Pasal 5 avat (1), Pasal 18, Pa=al 20 ayat (1), Pasal
13 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Diasar 1943;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raloyat Momor XV WMPER/1908
tentang Penvelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangla Negara
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Lampiran 21. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah

PRSI DON
REPUBLIE BD3MES1A
UNDANG-UNDANG REPUBLIE INDOMESLA
HOMOR 32 TAHUN 2004

TEMTANG

FEMERINTAHAN DAEFRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIE INDONESIA,

Menimbang © &, bahwa dalam rangka penyelenggarasn pemerinishan daermh sesual
dengan amanal Undang-Undang Dessr Megara Republik Indonesia
Tahun 18945, pemerinishen daersh, yang mengabw dan mengurus
sendirl urusan pemerintahan menunt ssas olonoml den ftuges
pembantuan, diarahkan untuk memperospat ienwujudnya kese|ahiersan
masyamakal melahl peningkatan, pelayanan, pemberdayasn, dan peran
serta masyarakal, serta peningkstan daya saing daersh  dengan
mempematkan prinsap demokrasl, pemeratean, keadilan, kelsimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam selem Megam Kesatuan Fepublik
Indonesia;

b. bahwa efsiensi dan efektvitas penyelenggaraan pemeriniahan daerah
perlu diingkatken dengan kebih memperhatiken aspek-aspel hubungan
antarsusunan pemenntanan dan antarpemeniniahan deerah, potensl dan
keanekarageman daersh, peluang dan tantangan persaingan giobal
dengan memberikan kewenangan yang seluss-uasnya kepada deerah
dserial dengan pemberian hak dan kewajiben menyelenggarakan
oionem| daersh dalam kesatuan sisiem penyelenggaraan pemerinizhan
negars;

c. bahwa Undang-Undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinizhan
Deersh tdak sesual dengan perkembangan keadsan, ketslanegaraan,
dan tuniutan penyelenggaraan olonom| daerah sehingga peru diganti;
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Lampiran 22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara  hulkum  berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
vang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebapgaimana telah diubah beberapa kali teralkhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakulkan dengan
memberikkan  kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggarasn
pemerintahan negara;

c. babwa pajak daerah dan retribusi daesrah merupakan

salah satu sumber pendapatan dacrah vang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangks meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daecrah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan alkuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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Lampiran 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagal kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
sera jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya
yang sejenis.

(4) Tidak termasuk obyek pajak hote!l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

a

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Waijib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumiah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pasal 7

(1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumiah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9
(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang
terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.
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Lampiran 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang
Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.07/2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang : a, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan
Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Dacrah, ketentuan mengenal pedoman
Penagihan dan Pemeriksaan diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari
menteri yang menyclenggarakan wrusan pemerintahan
dalam ncgeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor
973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 telah
memberikan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perilu menctapkan Peraturan
Mcnteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Dacrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Lampiran 25. Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2017 Tentang Pelaporan

Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

%
PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH
DENGAN SISTEM ONLINE
DI KABUPATEN JEMBER

ah serta
2 atas pajak

Wajib Pajak (self
m online yang merekam

eral

paajak daerah yang
abel. maka perlu menetapkan Pelaporan
Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten

uruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati
Jember.

engingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
ang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
3. }&i?ﬁ“dmg Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Tambet o2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

s da.na]gm-unl Ledannlbal\ll-an Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Retribusi Do rih omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
2009 Nomor 188 1sLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Mot 5049); ambahan Lembaran N

egara Republik Indonesia
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